
 

 





 
 

 



 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dilansir dari (Wikipedia) Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten 

yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, indonesia. Ibukota dari kabupaten Tapin 

ini yaitu Rantau, dengan luas wilayah ± 2.700,82 km2 dengan penduduk sebanyak 

164.200 jiwa pada tahun 2015 . Adapun titik koordinat wilayah kabupaten Tapin 

yaitu 2.91667ºS 115.03333ºE. 

Secara geografis kabupaten Tapin terletak pada 2º32’43” hingga 3º00’43” LS 

dan 114º46’13” hingga 115º30’33” B , dengan batas wilayah bagian utara yaitu 

kabupaten Hulu Sungai Selatan, bagian timur dan selatan ada kabupaten Banjar,  

dan bagian barat ada kabupaten Barito Kuala. 

Kabupaten Tapin berada di ketinggian 0-7 m dari permukaan laut kalau 

dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut, yaitu sebesar 67, 34% luas 

wilayah. Sedangkan luas wilayah yang ketinggiannya lebih dari 500 m berada 

diatas permukaan laut berada di kisaran 1, 21% dari luas wilayah. 

Dan dilihat dari tingkat kemiringannya kabupaten Tapin berada di daerah 

yang landai dengan tingkat kemiringan 0-2% dari luas daerah di kabupaten Tapin. 

Sedangkan kemiringan yang berada pada 2,1- 8% yang hanya meliputi 0,62% dari 

luas wilayah kabupaten Tapin. 
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Kabupaten Tapin diresmikan pada tanggal 30 November 1965, dengan 

jumlah kecamatan ada 12 dan 131 kelurahan. 

Wilayah kabupaten Tapin meliputi lansekap daerah aliran sungai Tapin. 

Adapun sungai Tapin memiliki 4 cabang diantaranya sungai Muning, sungai 

Tatakan, sungai Halat, dan sungai Gadung. 

Dilansir dari (jejakrekam.com, 2019) menurut sejarah dari sisi keIslamannya, 

kabupaten Tapin merupakan kabupaten yang memiliki banyak riwayat para datu 

yang berkubah atau berkeramat dibanding dengan daerah lain yang berada di 

Kalimantan Selatan . hal tersebut dikarenakan waktu dulu wilayah Tapin ini 

dihuni atau dimukim oleh pendatang dari beberapa wilayah yang berbeda. 

Contohnya saja Datu Suban dari Hadramaut Yaman, Datu Nuraya dari Suriah atau 

Syiria, Datu Sanggul dari Palembang, dan Datu Gadung dari Martapura. 

Dikutip dari (Banjarmasinpost,2019) Sedangkan sejarah dari segi 

pemerintahannya wilayah kabupaten Tapin pada tahun 1950-1960 an  merupakan 

sebuah kewedanan (pendamping wilayah kabupaten) yang pada saat itu masih 

dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibukota Kandangan. Pada 

saat menjadi kewedanan Tapin memiliki 3 wilayah kecamatan diantaranya 

kecamatan Tapin Utara, kecamatan Tapin Selatan, dan kecamatan Tapin Hilir. 

Pada tanggal 17 Desember 1965 teradilah perubahan dengan penghapusan 

pemerintahan pada tingkat kewedanan. Dengan penghapusan tersebut para tokoh-

tokoh kabupaten Tapin berjuang untuk daerah Tapin yang asalnya sebuah 

kewedanan menjadi sebuah kabupaten. Dengan berbagai usaha yang dilakukan 

para tokoh-tokoh daerah Tapin, akhirnya pada tanggal 30 November 1965 
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dilaksanakanlah upacara peresmian kabupaten tapin di lapangan Kabupatenan 

(sekarang menjadi halaman rumah pejabat Bupati). 

2. Karakteristik Responden (anggota) 

Bagian ini menggambarkan keadaan dan usaha dari responden (anggota) yang 

berjumlah 100 orang yang merupakan anggota dari program BUMDes yang 

tersebar dari beberapa desa yang berada di daerah Kabupaten Tapin. Data 

deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan keadaan responden (anggota) 

yang mana data tersebut sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil 

dari penelitian. Diantara karakteristik responden (anggota) dalam penelitian ini 

meliputi: usia, jenis kelamin, alamat, pekerjaan utama dan sampingan, pendidikan, 

pendapatan sesudah dan sebelum adanya program BUMDes, dan jumlah 

tanggungan. Dari 100 kuisioner yang disebar, semua telah berhasil dikumpulkan 

dan dinyatakan layak untuk dianalisa lebih lanjut. Gambaran yang diperoleh 

peneliti dari hasil data yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Usia  

Profil berdasarkan usia responden (anggota) dapat dilihat dari tabel berikut: 

 Tabel III Data Responden (anggota) Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 

21-30 Tahun 60 60% 

31-40 Tahun 40 40% 

41-50 Tahun - 0% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 
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Berdasarkan tabel usia responden (anggota) diatas memperlihatkan bahwa 

anggota program BUMDes yang ada di Kabupaten Tapin berusia 21-30 tahun 

sebanyak 60% , usia 31-40 tahun sebanyak 40%, dan usia 41-50 tahun sebanyak 

0%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa anggota program BUMDes diambil 

dari usia produksi yaitu antara 21-40 tahun. 

b. Jenis Kelamin 

Tabel IV Data Responden (anggota) Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase 

Laki-laki 55 55% 

Perempuan  45 45% 

Jumlah  100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden (anggota) 

sebanyak 100 orang yang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 45  orang perempuan. 

Hal ini menun jukkan bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi anggota 

program BUMDes akan tetapi perempuan juga bisa . 

c. Alamat 

Tabel V Data Responden (anggota) Berdasarkan Alamat  

Alamat  Frekuensi  Persentase  

Desa Mekar Sari 20 20% 

Desa Asam Randah 60 60% 

Desa Ayunan Papan 20 20% 
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Jumlah  100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada 3 desa yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu 20 orang dari Desa Mekar Sari, 60 orang dari Desa Asam 

Randah, dan 20 orang dari Desa Ayunan Papan. Jumlah banyaknya responden 

(anggota) diambil berdasarkan tingkat majunya program BUMDes yang ada di 

desa tersebut. 

d. Pekerjaan 

Tabel VI Data Responden (anggota) Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi  Persentase  

Utama :   

Petani  55 55% 

Ibu Rumah Tangga 45 45% 

Jumlah  100 100% 

Sampingan :    

Ternak Lebah 30 30% 

Home Industri 30 30% 

Budidaya Hidroponik 20 20% 

Ternak Ayam Potong 20 20% 

Jumlah  100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 
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Dari tabel pekerjaan diatas tebagi 2 yaitu pekerjaan utama dan sampingan, 

yang mana petani sebanyak 55 orang dan IRT sebanyak 45 orang. Untuk petani 

diisi oleh laki-laki sedangkan untuk IRT diisi oleh perempuan.  

Pekerjaan sampingan yang terdapat dalam tabel diatas merupakan program 

BUMDes yang ada di desa-desa yang dijadikan sampel oleh peneliti. Pekerjaan 

sampingan tersebut meliputi ternak lebah sebanyak 30 orang, home industri 

sebanyak 30 orang , budidaya hidroponik sebanyak 20 orang , dan ternak ayam 

potong sebanyak 20 orang . 

e. Pendidikan 

Tabel VII Data Responden (anggota) Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan  Frekuensi  Persentase  

Tamat SD/ Sederajat 15 15% 

Tamat SLTP/ 

Sederajat 

20 20% 

Tamat SLTA/ 

Sederajat 

55 55% 

Perguruan Tinggi 10 10% 

Jumlah  100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel pendidikan responden (anggota) diatas untuk pendidikan 

SD berjumlah 15 orang, pendidikan SLTP berjumlah 20 orang, pendidikan SLTA 

berjumlah 55 orang, dan perguruan tinggi berjumlah 10 orang. Jadi yang 

mendominasi sebagai anggota BUMDes dari segi pendidikan yaitu tamatan 
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SLTA/Sederajat, akan tetapi anggota program BUMDes tidak memandang dari 

segi pendidikan, asal ada kemauan bisa saja untuk menjadi anggota program 

BUMDes.  

f. Pendapatan 

Tabel VIII Data Responden (anggota) Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan  Frekuensi  Persentase  

≤ 1.000.000 20 20% 

1.000.000 - 2.000.000 34 34% 

2.000.000 - 3.000.000 16 16% 

3.000.000 - 5.000.000 30 30% 

Jumlah  100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari data diatas data responden (anggota) berdasarkan pendapatan ada 4 

kategori, diantaranya: ≤ 1.000.000 ada 20 orang, 1.000.000 - 2.000.000 ada 34 

orang, 2.000.000 - 3.000.000 ada 16 orang, dan 3.000.000 - 5.000.000 ada 30 

orang. 

g. Jumlah Tanggungan 

Tabel IX Data Responden (anggota) Berdasarkan Jumlah 

Tanggungan 

Jumlah Tanggungan Frekuensi  Persentase  

0 57 57% 

1 3 3% 
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2 6 6% 

3 19 19% 

4 15 15% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari data responden (anggota) diatas berdasarkan jumlah tanggungan yaitu 

yang tidak memiliki tanggungan sebanyak 57 orang, 3 orang memiliki 1 

tanggungan, 6 orang memiliki 2 tanggungan, 19 orang memiliki 3 tanggungan, 

dan 15 orang memiliki 4 tanggungan. Untuk responden (anggota) yang tidak 

memiliki tanggungan terdiri dari ibu rumah tangga dan muda-mudi yang berstatus 

lajang, sedangkan responden (anggota) yang memiliki tanggungan berupa laki-

laki yang sudah berkeluarga. 

3. Uji Instrumen Penelitian 

a. Variabel Pendapatan (X) 

1) Indikator perbandingan pendapatan yang diperoleh oleh 

masyarakat sebelum dan sesudah adanya program BUMDes 

Tabel X Tanggapan Responden (anggota) Terhadap Pendapatan Sebelum 

Adanya Program BUMDes  

Pendapatan  Frekuensi  Persentase  

Tidak ada penghasilan 57 57% 

Cukup keperluan sehari-hari 43 43% 

Jumlah  100 100% 
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Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah frekuensi yang tidak memiliki 

penghasilan lebih besar daripada yang memiliki penghasilan. Karena yang tidak 

memiliki penghasilan meliputi ibu rumah tangga dan anak muda yang dalam usia 

produktif (anak muda yang baru selesai sekolah), sedangkan yang memiliki 

penghasilan berupa kepala rumah tangga. Sehingga pendapatan yang didapat 

hanya bertumpu pada satu orang yaitu kepala rumah tangga. 

Tabel XI Tanggapan Responden (anggota) Terhadap Pendapatan Sesudah 

Adanya Program BUMDes 

Pendapatan  Frekuensi  Persentase  

≤ 1.000.000 20 20% 

1.000.000 - 2.000.000 34 34% 

2.000.000 - 3.000.000 16 16% 

3.000.000 - 5.000.000 30 30% 

Jumlah  100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Adapun dari tabel sesudah adanya program BUMDes ada beragam 

pendapatan yang diperoleh. Yang semula tidak memiliki penghasilan setelah 

adanya program BUMDes tersebut memiliki penghasilan dan pendapatan yang 

diperoleh tidak hanya bertumpu pada kepala rumah tangga saja, akan tetapi semua 

orang dapat memiliki pendapatan sehingga tingkat perekonomian di desa tersebut 

meningkat dan lebih baik dari sebelumnya. 
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Dari dua tabel diatas perbedaan kondisi perekonomian cukup signifikan, yang 

pada awalnya pendapatan responden (anggota) pas-pasan untuk keperluan sehari-

hari bahkan ada yang tidak memilki penghasilan. Dengan adanya program 

BUMDes tersebut bisa menambah pendapatan atau pemasukan bagi responden 

(anggota).  

b. Variabel Program BUMDes (Y) 

1) Indikator mengetahui manfaat yang didapat dari program 

BUMDes 

Tabel XII Tanggapan Responden (anggota) akan Manfaat Program BUMDes 

Manfaat Frekuensi Persentase 

Menambah 

penghasilan 

45 45% 

Berkreasi dengan 

potensi desa 

12 12% 

Mengembangkan 

potensi desa 

43 43% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari tabel diatas mengenai tanggapan dari responden (anggota) tentang 

manfaat dari program BUMDes yaitu menambah penghasilan bagi responden 

(anggota) sebesar 45%,  responden (anggota) dapat berkreasi dengan potensi desa 

yang ada sebesar 12%, dan manfaat untuk mengembangkan potensi yang ada 
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sebesar 43%. Jadi manfaat program BUMDes bagi responden (anggota) beraneka 

ragam sesuai dengan keperluan yang ada. 

2) Indikator rencana ke depan untuk pengembangan usaha 

Tabel XIII Tanggapan Responden (anggota) akan Pengembangan Rencana 

dari Program BUMDes 

Rencana 

Pengembangan 

Usaha 

Frekuensi Persentase 

Menjalin kerjasama 30 30% 

Memperluas lahan 

usaha 

17 17% 

Menciptakan 

produk baru 

33 33% 

Terpenuhinya 

permintaan pasar 

20 20% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari tabel diatas ada beberapa rencana pengembangan dari responden 

(anggota) sebagai anggota program BUMDes, diantaranya: menjalin kerjasama 

sebesar 30%, memperluas lahan usaha sebesar 17%, menciptakan produk baru 

sebesar 33%, terpenuhinya permintaan pasar sebesar 20%. Dari semua rencana 

pengembangan tersebut dapat disimpulkan responden (anggota) ingin program 
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BUMDes tersebut berkembang dari tahun ke tahun sehingga dapat 

mengoptimalkan potensi yang ada dengan sumber daya manusia yang memadai. 

3) Indikator keikutsertaan anggota dalam perencanaan program 

BUMDes 

Tabel XIV Tanggapan Responden (anggota) Terhadap Keterlibatan 

Perencanaan Program BUMDes 

Keterlibatan anggota dalam 

program BUMDes 

Frekuensi Persentase 

Keikutsertaan dalam perencanaan 100 100% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dalam tabel keikutsertaan responden (anggota) terhadap perencanaan 

program BUMDes persentasenya 100%, artinya responden (anggota) selalu 

terlibat dalam perencanaan program BUMDes, sehingga responden (anggota) 

dapat berperan aktif dalam pengembangan program tersebut. 

4) Indikator keikutsertaan anggota dalam keterlibatan pelaksanaan 

program BUMDes 

Tabel XV Tanggapan Responden (anggota) Terhadap Keterlibatan 

Pelaksanaan Program BUMDes 

Keterlibatan anggota dalam 

pelaksanaan program BUMDes 

Frekuensi Persentase 
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Keikutsertaan dalam pelaksanaan 100 100% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari tabel diatas keikutsertaan responden (anggota) dalam pelaksanaan 

program BUMDes persentasenya 100%, dimana program BUMDes selalu 

melibatkan anggotanya dalam setiap pelaksanaan yang diadakan. 

4. Analisis Paired Sample t-Test 

Tabel XVI Hasil Paired Sample t-Test Correlation 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pre & post 100 ,832 ,000 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari data diatas dapat dilihat nilai signifikasinya sebesar ,000 yang artinya 

lebih kecil dari 0,05 yaitu adanya korelasi atau hubungan pre dan post dalam 

penelitian ini. 

Tabel XVII Hasil Paired Sample t-Test 

 Paired Differences     

Mean 

Std 

Deviatio

n 

Std 

Error 

Mean 

95% C onfidence 

Interval of the 

Difference 

T df 

Sig (2 

tailed) 

Lower Upper 

Pair 1 -1210,000 815,197 81,520 -1371,753 -1048,247 -14,843 99 ,000 
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pre-

post 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari tabel diatas hasil signifikasi yaitu 0,000 yaitu kurang dari 0,05. Dari 

hasil tersebut dapat diartikan terjadi perubahan signifikasi antara sebelum dan 

sesudah adanya program BUMDes dari segi pendapatan masyarakat. 

B. Analisis Data 

1.  Pengaruh pelaksanaaan usaha terhadap program BUMDes di Kabupaten 

Tapin 

Dari hasil riset peneliti saat di lapangan program-program BUMDes yang ada 

sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan pemerintah Kabupaten 

Tapin. 

Dikutip dari (peraturan.bpk.go.id) mengenai peraturan daerah kabupaten 

Tapin Nomor 5 Tahun 2012 tentang pedoman tata cara pembentukan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa. 

Pada umumnya desa-desa yang ingin membentuk Badan Usaha Milik Desa 

mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Tapin. 

Peraturan-peraturan tersebut diantaranya sebagai berikut. 

a. Ketentuan umun dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa 

1) Daerah adalah daerah kabupaten Tapin. 

2) Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten Tapin beserta 

perangkatnya. 

3) Bupati adalah bupati Tapin. 
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4) Camat adalah camat dalam wilayah kabupaten Tapin sebagai 

perangkat daerah kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kera 

lingkup kecamatan. 

5) Desa adalah keatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat. 

6) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

unsur Penyelenggara pemerintahan desa. 

8) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah 

desa. 

9) Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung 

oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. 

10) Perangkat Desa adalah  Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari 

Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-Kepala Urusan sebagai 

unsur pelaksana teknis lapangan dan Rukun Warga serta Rukun 

Tetangga sebagai unsur kewilayahan. 
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11) Dana Pertimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa. 

12) Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 

Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dikurangi belanja 

pegawai. 

13) Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

14) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat 

oleh Kepala Desa bersama BPD. 

15) Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dan dihadiri oleh perwakilan lapisan seluruh 

masyarakat desa untuk menentukan kebijakan desa mengenai 

pemerintahan dan pembangunan desa. 

16) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha milik 

pemerintahan desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari 

kekayaan desa yang dipisahkan. 

17) Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa 

seperti usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan 

hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat. 
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18) Pemilik adalah pemerintah desa. 

b. Adapun syarat pembentukan Badan Usaha Milik Desa diantaranya sebagai 

berikut. 

1) Badan Usaha Milik Desa dapatnya didirikan berdasarkan inisiatif 

Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa 

dengan mempertimbangkan: 

a) Potensi usaha ekonomi masyarakat 

b) Unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat dikelola secara 

kooperatif 

c) Kekayaan yang ada didesa diserahkan dan dikelola sebagai usaha 

desa 

2) BUMDes didirikan dengan syarat: 

a) Modal berupa bentuk kekayaan desa yang diserahkan secara 

terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Desa 

b) Unit usaha lembaga keuangan diserahkan dan menjadi bagian dari 

usaha BUMDes. 

c) Susunan dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari 

komisaris (penasehat), direksi (pelaksana operasional), dan kepala 

unit usaha. Dan di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan 

disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 

d) Untuk masa bakti kepengurusan telah ditetapkan selama 5 tahun 

dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. 
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3) Dalam hal permodalannya BUMDes mendapatkan sumber 

permodalannya yang berasal dari: 

a) Pangkal modal yang dimana modal tersebut berasal dari kekayaan 

desa yang telah dipisahkan dari APB Desa. 

b) Modal diperoleh dari bantuan pemerintah melalui APB Desa dan 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

c) Modal yang diperoleh dari pihak ketigayang diatur dalam AD/ART. 

d) Modal yang berasal dari pinjaman melalui lembaga keuangan, 

perbankan, atau yang lainnya atas persetujuan APB yang diatur 

dalam Peraturan Desa. 

e) Dan permodalan yang berasal dari tabungan masyarakat. 

Program BUMDes yang diteliti oleh peneliti didirikan pada kisaran tahun 

2017, 2018, dan 2019 yang dinaungi langsung oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. Dengan sasaran utamanya ialah masyarakat desa yang ada 

di Kabupaten Tapin guna untuk pengembangan potensi desa dan peningkatan 

perekonomian desa. 

Adapun tahapan yang dilalui untuk pendirian program BUMDes yaitu: 

a. Menganalisis potensi desa yang dapat dijadikan usaha 

Pada tahap ini dilakukan analisis oleh pemerintah desa mengenai potensi 

yang mampu dikembangkan di desa tersebut. Seperti dalam penelitian ini desa-

desa yang diambil merupakan desa yang ada di daerah gunung dengan potensi 

hutan dan tanah pegunungan. Salah satu usaha yang dikembangkan yaitu ternak 
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lebah dimana pengambilan lebahnya diambil langsung di hutan tersebut 

kemuadian diternakkan. 

b. Pembentukan kepengurusan 

Kepengurusan dalam BUMDes hanya ada 3 orang yaitu komisaris, direksi, 

dan kepala unit usaha yang dipilih melalui musyawarah desa. Kepala unit desa 

tersebut yang telah melaksanakan pelatihan dan mengajarkan kembali kepada 

anggotanya mengenai usaha yang akan dijalankan. Dan juga kepala unit lah yang 

melaksanakan pengembangan dan pembinaan usaha tersebut. 

c. Permodalan  

Modal yang diperoleh untuk mendirikan usaha BUMDes berasal dari 

kekayaan desa yang telah dipisahkan dengan APBD, bantuan pemerintah melalui 

APBDes, dan juga bisa berasal dari masyarakat sendiri yang ingin menanamkan 

modalnya dalam usaha yang akan dijalankan. 

d. Pembinaan dan pengawasan 

Pembinaan yang dimaksud ialah monitoring pada setiap tahunnya untuk 

usaha yang dijalankan. Jadi setiap tahun ada laporannya mengenai usaha tersebut 

baik berupa keinginan untuk mengembangkan usaha, kendala yang terjadi serta 

kekurangan-kekurangan yang terdapat di lapangan. 

Berikut penjelasan tahapan-tahapan untuk masing-masing desa yang 

dijadikan sampel: 

a. Desa Mekar Sari 

1) Budidaya tanaman hidroponik 
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Budidaya tanaman hidroponik merupakan budidaya tanaman 

dengan mediasi tanamnya menggunakan pengairan/ air. Tanaman 

hidroponik juga dianggap lebih sehat dibandingkan dengan 

tanaman pada umumnya karena tanaman ini tidak menggunakan 

pestisida. Akan tetapi tanaman ini lebih mahal harganya 

dibandingkan tanaman pada umumnya, sesuai dengan tingkat 

kesehatannya. 

Unit usaha ini dibentuk pada tahun 2018 atau sekitar 3 tahun yang 

lalu. Unit usaha ini dibentuk sesuai dengan potensi desa Mekar 

Sari, dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan lebih bagi ibu 

rumah tangga. Adapun untuk identifikasi potensi desa yaitu 

dengan musyawarah desa yang dilakukan aparat desa Mekar Sari. 

Untuk keanggotaan unti usaha tanaman hidroponik ini terdiri dari 

ketua unit usaha dan beberapa anggotanya. Seiring dengan 

berjalannua waktu anggota unit usaha tanaman hidroponik di desa 

Mekar Sari sudah mencapai 20 orang. Dengan sistem pembagian 

sift untuk merawat tanaman tersebut serta memperhatikan 

pengairannya. Ada dua sift untuk budidaya tanaman hidroponik di 

desa Mekar Sari yaitu sift pagi dan sift sore, yang mana setiap 

anggota yang bertugas dapat mencatat kegiatan selama bertugas 

baik dari segi perkembangan tanaman maunpun kendala-kendala 

yang dihadapai. 
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Permodalan budidaya tanaman hidroponik di desa Mekar Sari 

berasal sepenuhnya dari desa dengan pengajuan proposal, karena 

di desa sudah ada anggaran untuk program BUMDes sendiri. 

Pembinaan yang dilakukan kepada anggota, dijelaskan langsung 

oleh ketua unit yang sudah dibina secara langsung oleh ahlinya. 

Dan pembinaan tersebut berlangsun secara terus menerus sesuai 

tahap perkembangan unit usaha. Sedangkan pengawasan pada 

umumnya dilakukan oleh ketua unit usaha yang kemudian 

dilaporkan ke desa, akan tetapi kadang pengawasan juga dilakukan 

langsung oleh kedinasan untuk meninjau sejauh mana 

perkembangan unit usaha tersebut. 

Dan untuk perkembangan unit usaha tanaman hidroponik sekarang 

pada saat peneliti melakukan penelitian baik dari segi perawatan 

sudah cukup baik, bahkan mereka ingin memperluas  tempat 

budidaya tanaman hidroponik serta ingin menambah jenis 

tanaman yang dibudidayakan. Yang semula cuma tanaman jenis 

sawi-sawian nantinya ingin menambah jenis baru lagi. Dan pada 

saat itu mau diadakan pelatihan/ pembinaan untuk ketua unit 

dengan jenis tanaman baru. Sedangkan dalam pemasaran mereka 

menggunakan sosial media dan jasa antar untuk wilayah sekitar 

desa Mekar sari, untuk pengiriman paling jauh sudah bisa dikirim 

keluar daerah kalimantan selatan. 

b. Desa Asam Rendah 
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1) Peternakan lebah dan produk oleh-oleh emping jahe (home 

industri) 

Kedua program BUMDes tersebut mula-mula dibentuk pada tahun 

2017 untuk unit usaha peternakan lebah dan 1 tahun kemudian 

barulah dibentuk unit usaha untuk produk oleh-oleh emping jahe 

yaitu pada tahun 2018. Pada mulanya kedua unit usaha ini 

dimusyawarahkan dalam musyawarah desa mengenai potensi 

usaha yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian 

masyarakat desa Asam Rendah. Ada 3 kali pertemuan atau 

musyawarah desa yang dilakukan untuk mematangkan satu unit 

usaha yang ingin dibentuk. 

Setelah matangnya unit usaha dari program BUMDes yang ingin 

dibentuk maka dibuatlah sistem kepengurusan untuk unit usaha 

tersebut yang pada mulanya hanya terdiri dari ketua sub bidang 

dan 2 orang anggota, dan setelah program unit usaha tersebut 

berjalan serta seiring bertambahnya waktu anggota pun terus 

bertambah sampai sekarang. Adapun anggota untuk unit usaha 

ternak madu sudah mencapai 30 orang yang terdiri dari usia 

produktif yaitu berkisar antara 20 sampai 45 tahun. Sedangkan 

unit usaha produk oleh-oleh emping jahe mencapai 30 orang yang 

terdiri dari ibu rumah tangga. 

Permodalan untuk setiap unit usaha yang dibentuk di desa Asam 

Rendah 100% dananya berasal dari desa yaitu dengan pengajuan 
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proposal. Adapun nominal yang diajukan ke desa untuk ternak 

lebah yaitu 20 juta sedangkan untuk produk oleh-oleh emping jahe 

10 juta. Dan dana tersebut bisa dapat bertambah sesuai 

perkembangan usaha yang di jalankan. 

Untuk pembinaan sendiri dilakukan oleh ketua unit usaha secara 

langsung kepada semua anggotanya sampai mahir. Yang mana 

ketua unit usaha sendiri sudah menjalani masa training dalam 

beberapa waktu yang telah ditentukan. Jadi unit usaha tersebut 

tidak sembarang dijalankan, harus melewati prosedur yang ada. 

Sedangkan pengawasan juga dilakukan oleh ketua unit usaha 

secara langsung kepada seluruh anggotanya dan melaporkan 

kepada ketua BUMDes dan selanjutnya ke desa setiap 3 bulan 

sekali atau setiap akhir tahun. 

Perkembangan unit usaha ternak lebah saat ini saat penelitian 

sudah berkembang pesat, mereka mempunyai beberapa varian 

madu yang dipasarkan salah satunta madu kalulut. Mereka juga 

memasarkan bibt lebah untuk petani lebah serta beberapa 

pelatihan usaha dilaksanakan disana. Untuk pemasarannya sendiri 

mereka menggunakan sosial media, dan produk mereka sudah 

dipasarkan hingga keluar daerah seperti daerah jawa. 

Sedangkan produk oleh-oleh emping jahe juga sedang 

berkembang mulai dari kemasan yang terus diperbaharui sampai 

rencana ingin bekerjasama dengan toko oleh-oleh yang ada di 
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Binuang sampai ingin  meluncurkan kembali produk terbaru 

mereka. Untuk produk mereka sekarang hanya ada emping jahe 

dan sejenis minuman yang terbuat dari jahe. Unit usaha ini pernah 

mengikuti pameran yang diadakan di pulau jawa bersama dengan 

unit usaha ternak lebah. 

c. Desa Ayunan Papan 

1) Ternak ayam potong 

Ternak ayam potong di desa Ayunan Papan didirikan pada tahun 

2017, sama halnya dengan desa-desa yang diatas cara 

mengidentifikasi potensi desa dengan cara musyawarah desa yang 

dilakukan beberapa kali hingga tercapainya kesepakatan 

mendirikan unit usaha ternak ayam potong. Hal tersebut 

berdasarkan kondisi desa Ayunan Papan yang dianggap bisa untuk 

dijadikan peternakan ayam potong serta untuk menambah 

pemasukan pendapatan masyarakat di desa ini. 

Setelah dibuatnya kesepakatan pembentukan unit usaha maka 

ditentukanlah untuk ketua unit usaha dan beberapa anggota untuk 

menjalankan unit usaha ternak ayam potong. Pada saatawal 

dibentuk anggotanya hanya beberapa orang karena hanya 

memulaiseiring bertambahnya waktu aggota pun terus bertambah 

sedikit demi sedikit. 

Adapun modal dalam unit usaha ini terdiri dari modal yang berasal 

dari desa dan masyarakat. Yang mana desa menyediakan tempat 
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dan kandang ayam sedangkan bibit atau ayam berasal dari 

anggota, yang nantinya saat panen pembagian hasil dilakukan 

sesuai ketentuan yang ada. 

Untuk pembinaan dan pengawasan sama halnya dengan 2 desa 

diatas yaitu dari segi pembinaan dari ketua unit usaha kepada 

anggotanya, dan ketua unit tersebut sudah melakukan pelatihan 

dalam beberapa waktu sehingga ketua unit mampu mengayomi 

anggotanya. Sedangkan pengawasan juga sama halnya dilakukan 

oleh ketua unit yang dilaporkan kepada ketua BUMDes dan 

berlanjut ke desa. 

Dan untuk perkembangan sekarang pada saat dilakukan penelitian 

ternak ayam potong sudah bekerjasama dengan sebuah perusahaan 

yaitu PT. Ciomas, yang mana harga ayam potong itu terus stabil 

dengan harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga 

tidak mengikuti harga naik turun yang ada di pasaran. 

2. Perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya program BUMDes di 

Kabupaten Tapin 

Dilihat dari riset lapangan yang dilakukan oleh peneliti tentunya unit usaha 

dari program BUMDes telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal 

tersebut sesuai dengan tabel 4.19 diterangkan bahwa adanya perubahan pada pre 

dan post dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan uji paired sampel t-test 

yaitu uji beda yang saling berpasangan yang mana untuk mengetahui tingkat 
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pendapatan yang didapat oleh masyarakat sebelum dan sesudah adanya program 

BUMDes, dengan perhitungan menggunakan program SPSS 21. 

Sesuai dengan teori Badan Usaha Milik Desa dimana usaha tersebut didirikan 

berdasarkan potensi desa yang ada, maka program-programnya pun telah 

disesuaikan dengan potensi masing-masing desa yang ada di Kabupaten Tapin 

dengan harapan masyarakat awalnya dapat membantu perekonomian desa dan 

mengurangi jumlah penganguran yang ada di desa-desa Kabupaten Tapin. 

Berdasarkan uji paired sample t-test terdapat peningkatan jumlah pendapatan 

yang diperoleh oleh responden (anggota). Meskipun pendapatan yang diperoleh 

tiap usaha berbeda-beda, akan tetapi dengan pendapatan responden (anggota) 

yang meningkat akibat program BUMDes tersebut memacu responden (anggota) 

untuk menggali lebih dalam potensi desa yang ada agar usaha yang dibangun oleh 

program BUMDes semakin berkembang dan dapat membantu secara keseluruhan 

untuk perekonomian masyarakat desa, sehingga desa tersebut lebih berkembang 

dan dapat mengelola desanya sendiri sesuai keinginan pemerintah yang ingin 

menjadikan desa yang produktif sesuai potensi yang ada. 

Dari keterangan responden (anggota) pendapatan mereka awalnya hanya 

mencukupi untuk keperluan sehari-hari karena rata-rata penduduknya hanya 

berkebun tidak ada usaha yang lain.  

Seperti halnya keadaan ekonomi masyarakat sebelum adanya program 

BUMDes pekerjaan masyarakat hanya ada pada satu pekerjaan tanpa adanya 

usaha lain (sampingan) dengan begitu pendapatan yang mereka peroleh pun hanya 
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cukup untuk keperluan sehari-hari saja dan juga bagi anak muda yang masih 

dalam usia produktif menjadi pengangguran. 

Sedangkan setelah adanya program BUMDes pemikiran masyarakatnya lebih 

terbuka untuk mengembangkan potensi desa dengan membangun unit usaha yang 

sesuai dengan potensi desa. Seperti halnya pendapatan mereka meningkat setelah 

adanya program BUMDes ini sehingga perekonomian dalam suatu desa semakin 

tahun semakin membaik, dan juga dengan usaha tersebut dapat mengurangi 

tingkat pengangguran yang ada di desa tersebut. 

Rata-rata dari pendapatan responden (anggota) sebelum adanya program 

BUMDes sekitar 2.000.000 dan itu hanya mencukupi keperluan sehari-hari. 

Dengan adanya program BUMDes pendapatan mereka bertambah mulai dari 

2.400.000 - 5.000.000 sesuai usaha BUMDes yang ditekuni. 

Berdasarkan teori pendapatan program BUMDes ini termasuk dalam 

pendapatan sampingan, yang mana program ini bukan pekerjaan utama responden 

(anggota). 

Jadi dapat disimpulkan peneliti dengan adanya program BUMDes dapat 

menjadikan masyarakat desa yang tertinggal menjadi masyarakat yang produktif 

untuk mengembangkan ekonomi desa sesuai dengan keinginan pemerintah dalam 

otonomi daerah.  



 

 

 

 


